BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH BERUPA PENGGUNAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan
Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, Hasil
penghitungan tarif sewa rusun ditetapkan oleh
pengguna Barang Milik Negara atau pengelola Barang
Milik Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, kewenangan dan pertanggungjawaban
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa rumah susun
sederhana sewa berada pada pengelola barang milik
daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka terhadap
rumah susun sederhana sewa yang ada pengelolaan
dan pemanfaatannya dengan mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Berupa Penggunaan Rumah Susun Sederhana

Sewa;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan
Provinsi jawa Timur, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembar Negara tahun 2011 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 199);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 22);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 31
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH
BERUPA PENGGUNAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa
Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 31) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Berupa Penggunaan Rumah Susun Sederhana
Sewa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Orang pribadi
yang menikmati hak pemakaian kekayaan Daerah
Rusunawa, sampai batas waktu untuk memanfaatkan
pelayanan penyediaan hak pemakaian Kekayaan Daerah
Rusunawa sesuai yang telah ditetapkan. apabila akan
memanfaatkan pelayanan peyediaan hak pemakaian
Kekayaan Daerah Rusunawa kembali maka berlaku

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Rumah Susun

Sederhana Sewa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 348-5/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
KEKAYAAN DAERAH BERUPA PENGGUNAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA

[. Penjelasan Umum.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap
warganya dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun
yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan di Kabupaten Gresik, Penyelenggaraan perumahan melalui
rumah susun pada dasarnya untuk meningkatkan ketersediaan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebutuhan khusus, dan
Aparatur Sipil Negara.

Hasil menyewakan sarusun merupakan biaya pengelolaan yang
dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan biaya perawatan.

Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, sumber
pendapatan dari pengelolaan Rumah susun tidak dilakukan melalui
mekanisme retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, melainkan
berdasarkan pada pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR



